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ABSTRAK 

 

Latar belakang dari penelitian ini yaitu sengketa antara PUK-NIBA dengan 

PUK-SPTI di Kecamatan Kepenuhan perihal kewenangan sektor usaha. Dalam 

kasus ini beberapa buruh PUK-SPTI mengambil alih tupoksi dari PUK-NIBA yaitu 

berupa mengantar barang-barang niaga kebutuhan rumah tangga. Padahal tupoksi 

PUK-SPTI hanya mengantar barang-barang bangunan. Tindakan tersebut 

bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 11 ayat (1) 

yaitu Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha yang dilakukan dengan 

cara tidak wajar sehingga dapat mengakibatkan terjadinya distorsi atau hambatan 

persaingan usaha. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana wewenang antara Serikat Pekerja Transportasi 

Indonesia (SPTI) dan Serikat Niaga Barang (NIBA) di Kecamatan Kepenuhan dan 

bagaimana Penyelesaian sengketa antara keduanya. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan kewenangan masing-masing serikat buruh dan 

penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis empiris, dengan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif yang 

melibatkan interpretasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari 

penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa melalui Konsiliasi dan menunjuk Kepala 

Bidang Hubungan Industrial Diskoptransnaker Kabupaten Rokan Hulu sebagai 

Konsiliator. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kedua serikat membuat Perjanjian 

Bersama berdasarkan mempertimbangkan Undang-Undang, asas kekeluargaan, dan 

pendekatan Hukum Perdata.  

 

Kata Kunci: PUK-NIBA, PUK-SPTI, Konsiliasi, Perjanjian Bersama 
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ABSTRACT 

 

The background of this research revolves around the dispute between the 

Trade Union of Goods Trade (PUK-NIBA) and the Trade Union of Transportation 

Workers Indonesia (PUK-SPTI) in the Kepenuhan Subdistrict regarding the 

authority in the business sector. In this case, some PUK-SPTI workers have taken 

over the job responsibilities (tupoksi) of PUK-NIBA, specifically involving the 

delivery of household goods. However, the tupoksi of PUK-SPTI is limited to 

delivering building materials. This action is in violation of Government Regulation 

Number 44 of 2021 concerning the Implementation of the Prohibition of Monopoly 

Practices and Unfair Business Competition, Article 11 paragraph (1), which 

defines unhealthy business competition as competition conducted in an unfair 

manner that may result in distortion or hindrance of business competition. Based 

on this, the research problem is formulated concerning the authority between the 

Transportation Workers Union of Indonesia (SPTI) and the Goods Trade Union 

(NIBA) in the Kepenuhan Subdistrict and how the dispute between them is resolved. 

The objective of this research is to describe the authority of each labor union and 

the resolution of disputes between the two parties.bThe research method employed 

is empirical juridical, with a descriptive-qualitative analytical approach involving 

interpretation based on Legislation. The results of this research indicate that the 

dispute is resolved through mediation and the appointment of the Head of the 

Industrial Relations Division of the Department of Manpower, Transmigration, and 

Labor of Rokan Hulu Regency as the mediator. The conclusion drawn from this 

research is that both unions have entered into a Mutual Agreement based on 

consideration of the Law, the principle of family, and a Civil Law approach. 

Keywords: PUK-NIBA, PUK-SPTI, Conciliation, Joint Agreement. 
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